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~ NOMOR ': 7-TAHUN<J993 SERI D NO. 'k

oo i el v S s e e v it S e S 40 e S S e e s e e 2 st o e
- e e e e A e et e

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
ot NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG

. 'BATAS WILAYAH KOTA BELIK

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES4
BUPATI KEPALA DARRAH TINGKAT IT PEMALANG

_ S
Menimbang . : 4. bahwa keta-keta- di Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang telah.tumbuh dan berkembang pesat, ma
ka perlu penataan, pengarahan dan pengendalian
dengan baik 3 o
b. bahwa kota Belik yang terletak di jalan rayél -
" Pemalang - Randudongkal ~ Belik - Purhkalingga=-
b - Werperan sebagai kKota tempat kedudukan Pembantu
' Bupati dan o Kota Kecamaten juga sebagal pu -
- sat pengenbangan bagi wilayah di sekitarnya 3
S~ © % c..bahwa agar kota Belik dapat berperan sebagaima=-
na tersebut ﬂiﬁtas dan dapat diwujudkan sebagai
keta yang Indah, Kemunikatif, Hijau, Lancar, A=
man dan Sehat perlu ditetapkan Batas Wilayah Ke

tanya 3
. d, bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menga=-

turnya dengan Peraturan Daewah.
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Undang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tontang Pokoke
pokok Pomerintahan di Dacrah
Undang~wndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pom =
bentukan Daorah-dacrsh Kabupatea dalam lingkung
an Propingi Jowa Tengoh junoto Peraturan Pemo =
rintah Bemor 32 Tohun 1550 teatang Penctapan mu
loi burlakunys Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pcra:r )
ran Dasar Pekclkepokok: Agrana. H
Undang-mdang Nomor 5 Tphun 1979 tcntang Pome -
Timéohan Desa '
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 fontang Ketone
uan-getentuan Pokok Pongololaan Linglungan Mie
dup ; ' '
Poratwan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tontong

’ ‘Pomtapan mulai boerlakunye Undang-undang Nomor -

7o

8

9.

12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 ;

Poraturan Meatari Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 19~
86 tcntang Ponctopan Batas Wilayoh Kota di scluw
ruh Indenesia § - *

Instruksl Monteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun -t
1986 tentang Peloksannan Pora.turan_ Menteri Dalam
Negori Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penctapan Ba =
tas Wilayak Kota di Boluruh Indenesis j

Paraturan Dacraly Kabupaten Daorah Tingkat II Pg
malahg Nomor 7 Tshun 1985 tcntang Pola Dasar -

Pombangunan Dacrah Kabupatcen Dacrah Tingkat II
Pemalang ;
' 100 e aeee (3)e



| http //Jdlh pemalangkab go id/

3 -

10, Peraturan Daera.h Kabupaten Dacrah TPingkat II Pemalang Mo
" mor 11 Tsohun 1990 tentang Motto Fombangunon Kabupaten -
Dacrah Tingkat II Pomalange .

Dongan Pergotujuan Dowan Perwakilan Rokyat Dacrab Ko,bupatcn Dac=
rah Tingkat' II Pumalanga ’

Mcnetopkan @

Dalam Peraturan Dacroh ini yang dimoksud dongon

Ohe

be

MEMUTUSKAN 3 -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMA “-

LANG TENTANG BATAS WIL4YAH KOT4 BELIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Temerintah. Daocrah

“Bupati Kepala Pacrsh

Dewan Perwa.lnlan Ralqmt—

Pombantu Bupati

Ko ¢t a

adaloh Femerintah Ka.bupa'tcn‘ Dac -
rah Tingkat II Yomalang ;

adalah Bupeti Kepala Dacrah Ting -
kot 1I Pemalang
adalsh Dewnn Perwakilan Rakyat ﬁag
roh Kobupston Dacrah Tingknt II Pe

‘malang §
wdaleh Pombantu Bupati Pemalang un

tuk Wilayah Belik ;
adalah Kota Ibu Kota Kceamaton Bow

1lik dan Kota tempat kodudukan Feme

bantu Bupati Poemalang untuk Wilgyah

" Bolik ;

fe Wilayah Keta o o 0(4)s
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fo Wilayah Kota = adalah suntu wilayoh pemusatan scjumloh
| penduduk yang mowada._hiv $umbuh dan ber -
kembangnya, kegiatan sosial dan ckonomi=
. . perkotaan ; A
&« Batas Wilayah Kota adalah goris batas yang mumisahkan antg
" ra Wilaysh Kota dengan Wilaych tukan -
Kotae

BAB II
MAKSUD D4N TUJUAN -
. : Pasal 2 ,
Peraturan Dacrah ini dimaksudkan untuk memberi dasar hulcum da.n ko
kuatan hukum bag:. Batas Wilayah Kotoe
Fasal 3
Feraturan Dacrag -ini - mempunyai tujuan s
ae Mengatur, mengarahkan dan meagendalikan pembangunan fisik.lmta
agar dapat mewwjudkan Xcta yang Indah, Komunikatif, Hi jau, Lae
eary’ Lman dan Schat ( IKHLAS ) 3

4

© be Munpatur pusat pongsmbangan bagi wiloyah sckltarnya dalan mc -

hgenali karakteristik batasan kota ;
&+ Momperoleh strulctur data yang jelas, guna borbogm. keperluan

de Momudahkan bagi Pnstanei atau Lambaga Pemerintah, Badan atau—-

Organisasi Non Femerintah dan masyorakat pada wmumnys dalom -
rangkn monentukan oricntasi dan prioritas pongalokasian dana -
untuk sciiap kogiatan pembangunan kotoe
i BLB III
BATAS WILAYAH KDT4
Pasal 4
(1) ¢ oo oo o (5)
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(1) Batas Wilayah Kota ditetapkan sebagai berikut
2. Sebelah Utara : - Dukcah Bentar Desa Beluk
- Sungai Rajana. ,
=~ Bataos Desa Bolik Mcendeclom
_ = Batas hutan Mondelem
- Sungai Pénpcﬂ; |
~be Scbeloh Timyr °t = Batas Dukuh Penpen don Kerang Pulai
. Pesa Mondelom. R S
- ~ Batos Timur Dukuh Silengok Dose Belik
= Jalan Kabupaton antara Belik e Hatu =
kumpul - dan Jembatan Bayak batas Do
. 8a Méndolegn. ' ‘
~ Batas Timr dan tenggaws Dukuh Rifipak
Desa Belik sampai dongan Jolan Propig
- 8le |
Oe Scbelah Sclatan 8 .we Jalan Propinsi
~ Bata sclatan dan barat Dukuh Tengoh =
. Dosa Belik.
- Baloa sclatan'Jalan Desa Dukuh Tengah -,
. Desa Belik. ... e

_ T = Anak Swngai Rojana.
de §cbclah Barat & - Sungai Rajang
~ Dukuh Bentar Dosa Bolik,
(2) Peta Batas Wilayoh Kota scbagaimana dimaksud ayat (2)pasal i
ni terdapat dalam Lampiran #* yang merupakan bagian tidak tore
Pisohkan dari Peraturan Dacrah ini. Vo

P&Sc’.ﬂ. 5 e o 9 o o(6)c
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Pasal 5

Desa-desa yang termaswk Wilayah Kota adalsh sebagai berikut
a. Sebagian Beluk. ‘ S
b. Sebagian Beliki
c. Sebagian Mendelem,
- Pasal 6
Uraian dan atau perincian Bafés:Wilayah Kota sebagaimana di -
maksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam lam=~—
piran II''berupa naskah FAKTA DAN ANALISA BATAS WILAYAH KOTA -
BELIK yang merupakan bagian terpisah dari Peraturan Daerah
ini,

 BAB IV

" KETENTUAN PENUTUP
) . Pasal 7 ‘

Dengan,berlakﬁnyé:Peratﬁran Daerah ini, maka segala ketentuan
'yang.menéatur Batas Wilayah Kota yang bertentangan dan atau =
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak ber.
laku lagi. o

‘ Pasal &

Halehal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan -
diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanaang menge
nai pelaksanasnnya. :

Pagal 9 e o o o o @ (7)0
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Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan -
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daersh Tingkat II Pemalang.
Pemalang, 10 Februari 1993,
SmadAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

. KABUPATEN DAERAE TINGKAT IT PEMALANE
PEMALANG
KETU A,
CAP ttd CAP  tid
Dré. Ho LAS WA DI, Dre. SOEWARTONO.

DI S A HK AN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal ¢ 18 Mei 1993 No. 188, 3/241/1993
An, SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAHR
menain B eum
CAP

o ttd

SARDJITO, SH
NIP. 50C ®34 373,

DINDANGKAN
mmnmmmmD@&Hmmmmwmmmwmﬂmxxmmmw
No. : 7 Tgl: 8 Juni 1993
SERI: D No.,: &

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG
Yang Menjalankan Tugas. . " .

ttd .
A.NGADTI, BA

NIPL eoTob§ﬁ1“7§5
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PENJELASAN
AT AS
PFRATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PEMALANG
NOMOR : 1 TAHUN 1993
TENTANG
BATAS WILAYAH KOTA BELIK

I. PENJELASAN UMUM,

. L : .
Bahwa pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Pemalang mes
nunaukkan ngrkembangan yang sangat pesat terutama sejak -
akhir Pelita IV,
Maka perlu dilakukan’ pengarahan, penataan dan pengnndallan-
ang dapat menampung semua asplrasi ‘para warganyé;

Kota~Be11k selain melayani kebutuhan warganya juga merupakan
pusat pengembangan wilayah disekitarnya.

Penetapan Batas Wilayah Kota diperlukan jugs mengensli karak
teristik, besar kota dan pengendalian fisiknya.

IT. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 9 - 3 Cukup jelas. | -
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